PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN UJUNGPANGKAH

DESA BANYUURIP

Sek. :Jalan Pendidikan Nomor 17 Banyuurip Telp. 031 3942370 Kode Pos 61154
Gmail ; banyuurip.ujungpangkah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR: 141/ 16 /437.116.11/2025

TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN TUNJANGAN KINERJA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA BANYUURIP
KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BANYUURIP

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati
Gresik Nomor 97 Tahun 2022 tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa, bahwa Pimpinan dan anggota BPD
diberikan Tunjangan yang terdiri Tunjangan kedudukan dan
Tunjangan kinerja.
b. Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a
diatas, maka perlu menetapkan dalam Keputusan Kepala Desa
Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik
tentang besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan

Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran
2026.

Mengingat : 1. Undang undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propensi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun
1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor19,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman2
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Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4594);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha
Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusaywaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 89);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1203);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tem:ang3
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Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun
2024 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 1052);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun
2025 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108
Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa di setiap Desa,
Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 970);
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Republik
Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Mekanisme Persetujuan
dari Kepala Desa Dalam Rangka Pembiayaan Koperasi Desa Merah
Putih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 593);
Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal
Republik Indonesia Nomor Peraturan Menteri Desa dan
Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2025 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2025 Nomor 1151);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 201
tentang Pengelolaan Keuangan Desa Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017
tentang Pembentukan Peraturan di Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 2)
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun
2024 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Gresik Nomor 97 tahun 2022 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 87 Tahun
2021 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa,
Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 97;
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kab.Gresik Tahun 2025
Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2025 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 14);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pedoman
Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban
Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

(Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 17); 4




29. Peraturan Bupati Gresik Nomor 18 Tahun 2025 tentang Standar
Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Gresik Untuk Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025
Nomor 18);

30. Peraturan Bupati Gresik Nomor 98 Tahun 2025 tentang Pedoman
dan Standart Biaya Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026,;

31. Peraturan Bupati Gresik Nomor 104 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025
Nomor 104);

32. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Desa (Lembaran Desa
Banyuurip Tahun 2017 Nomor 3);

33. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 3 Tahun 2025 tentang
Perubahan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2029 tentang
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
2020-2027 (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2025 Nomor 3);

34. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 09 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2019 Tentang
Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2022
Nomor 09);

35. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Banyuurip
Tahun 2025 Nomor 4);

36. Peraturan Desa Banyuurip Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDESA ) Tahun Anggaran 2026
(Lembaran Desa Banyuurip Tahun 2025 Nomor 6);

MEMUTUSKAN
Menetapkan:
Kesatu : Dengan Keputusan ini menetapkan Besaran Tunjangan Kedudukan
dan Tunjangan Kinerja Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), Desa
Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah Tahun Anggaran 2026;
Kedua :  Besaran Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja Badan

Permusyawaratan Desa, Desa Banyuurip Kecamatan
Ujungpangkah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana pada diktum

Kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan

dan bagianyang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.




Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini
dibebankan pada APBDesa Tahun Anggaran 2026 Desa Desa
Banyuurip Kecamatan Ujungpangkah

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan
apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat

Keputusan ini akan diadakan pembetulansebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banyuurip
Pada'f‘anggal, 31 Desember 2025
' KEPALA DESA BANYUURIP,

T |

Apsez

| s

st .

e ARIS. k. pd

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat Ujungpangkah
2. Badan Permusyawaratan Desa Banyuurip
3. Yang bersangkutan.



DESA BANYUURIP KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK

LAMPIRAN

NOMOR
TANGGAL

BESARAN TUNJANGAN KEDUDUKAN DAN TUNJANGAN KINERJA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

TAHUN ANGGARAN 2026

: KEPUTUSAN KEPALA DESA BANYUURIP
: 141 /16 /437.116.11 / 2025
31 Desember 2025

TUNJANGAN TUNJANGAN
NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN KINERJA JUMLAH
(Rp) (Rp) (Rp)
1 SUPANDI Ketua Merangkap Anggota 800.000,- - 800.000,-
2 JAM'UL FAWAID, S. Pd Wakil Ketua Merangkap Anggota 750.000,- - 750.000,-
3 IDHAM KHOLID, S. Pd.I Sekretaris Merangkap Anggota 750.000,- - 750.000,-
. Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan ) .
4 | Hj. NUR ROSYIDAH, S. Pd.l Pembinaan Masyarakat Merangkap Anggota 650.000, 650.000,-
MUHAMMAD AHYAR Ketua Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan ) ) )
5 | ROSYIDI ALFUTHURL,S.Pdl | Masyarakat Merangkap Anggota §50.000, AROL0N;
6 MAKHSUFAH Anggqta Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan 650.000,- . 650.000,-
Pembinaan Masyarakat
7 | AUNUR ROHMAH Angggta Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan 650.000,- ) 650.000,-
Pembinaan Masyarakat
8 | ALWIMUSTA'IN, S. Ag Auggets Anggota  Bidang  Pembangunan  dan 650.000,- a 650.000,-
Pemberdayaan Masyarakat
9 ERMAWATI Anggota  Anggota Bidang Pembangunan dan 650.000,- ) 650.000,-
Pemberdayaan Masyarakat
- Ditetapkan di : BANYUURIP
-PadaFanggal : 31 Desember 2025
CATATAN: \;/ KEPMQE{SA BANYUURIP

- Tunjangan Kedudukan dari ADD
- Tunjangan Kinerja dari PADesa
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